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Ketidakpatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial seharusnya menjadi tanggung jawab hukum
dari pemberi kerja. Hal ini disebabkan adanya kewajiban pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Permasalahan dalam tulisan
tesisini yaitu 1) Bagaimana bentuk ketidakpatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan
sosial oleh BPJS K etenagakerjaan?; 2) Bagaimanakah tanggung jawab hukum pemberi kerja atas
ketidakpatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosia oleh BPJS K etenagakerjaan?; dan 3)
Bagaimanakah pengawasan dan pemeriksaan atas ketidakpatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan
program jaminan sosial oleh BPJS K etenagakerjaan?. Metode penelitian ini menggunakan bentuk yuridis
normatif dengan tipologi penelitian berdasarkan sifatnya yaitu deskriptif sehingga bentuk hasil penelitian
nantinya berupa deskriptif-analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber data sekunder
dengan pengumpulan data melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Dari hasil penelitian dapat
dismpulkan bahwa: 1) Bentuk ketidakpatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan
sosial oleh BPJS K etenagakerjaan yaitu Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD), Perusahaan Daftar
Sebagian (PDS), dan Perusahaan Menunggak luran (PMI); 2) Tanggung jawab hukum pemberi kerja atas
ketidakpatuhannya berupa pengenaan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan jenis
ketidakpatuhan atau pelanggarannya; dan 3) Pengawasan dan pemeriksaan atas ketidakpatuhan pemberi
kerja dilaksanakan oleh BPJS K etenagakerjaan terkendala dalam penerapan sanks administratif tidak
mendapat pelayanan publik tertentu (TMP2T) yang dikenai oleh pemerintah. Sebagai saran agar pemerintah
baik pusat maupun daerah agar mendukung upaya BPJS K etenagakerjaan dalam penyelenggaraan program
jaminan sosia ketenagakerjaan khususnya dalam penegakan hukum.

...... Non-compliance in the implementation of the social security program should be the legal responsibility
of the employer. Thisis due to the employer's obligations as regulated in Law Number 24 of 2011
concerning the Social Security Administering Body. The problemsin thisthesis are 1) What is the form of
employer disobedience in the implementation of the social security program by BPJS K etenagakerjaan?; 2)
What is the legal responsibility of the employer for non-compliance in the implementation of the social
security program by BPJS K etenagakerjaan?; and 3) How is the supervision and examination of employer
non-compliance in the implementation of the social security program by BPJS K etenagakerjaan? This
research method uses a normative juridical form with aresearch typology based on its descriptive nature so
that the form of the research results will be descriptive-analytical. The data used in this research are
secondary data sourced by collecting data through document studies or library materials. From the results of
the study, it can be concluded that: 1) The forms of non-compliance by employersin the implementation of
the socia security program by BPJS K etenagakerjaan are Companies that are Mandatory Not yet Registered
(PWBD), Companiesthat are Partially Registered (PDS), and Companiesin Arrears of Contributions (PMI);
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2) Employer'slegal responsibility for non-compliance isin the form of imposition of administrative
sanctions and/or criminal sanctions according to the type of non-compliance or violation; and 3) Supervision
and examination of employer non-compliance carried out by BPJS K etenagakerjaan is constrained in the
application of administrative sanctions for not receiving certain public services (TMP2T) imposed by the
government. As a suggestion to the government, both central and regional, to support the efforts of BPJS

K etenagakerjaan in the implementation of the employment social security program, especially in law
enforcement.



